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Program Jaminan Kesehatan dengan system Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)
merupakanprogamyangdilaksanakanakibatmasrhbanyaknyakeluargamiskinyangtidak
masuk kuota Jaminan Pemeliharaan K-esehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) /Jamkesmas/
Askeskin, tetapi membutuhkan pelayanan kesehatan ke Puskesmas dan Rumah sakit secara
tetap. Pada hasil penelitian tentang efektivitas perencana:m program Jamkesda di kabupaten
Gorontalo menunjukkanbahwa perencanaan kepesertaan JamkesdaKabupaten Gorontalo
telah memiliki persyaratan kepesertaan. Persyaratant jamkesda menjadi standar baku bagi
kelayakan kepesertaan. tni penting agar dalam implementasinya tim pendataan di desa tidak
mengalamikesulitandalammenentukankepesertaanjamkesdaapalaginrenging$rnasihbanyalmya
masyarakat miskin yang sangat mernbutuhkan pelayanan kesehatan
Kata Kunci : Efektivitas Pengelolaaan, JAMKESDA.
Terwujudnya kehiduPan sehat
merupakan kehendak semua pihak. Tidak
hanya orang-per orang atau keluarga" akan
tetapi juga oleh kelompok dan balrkan.oleh
seluruh anggota masyarakat. Pembangunan
kesehatan sangat penting artinya mengingat
kesehalan adalah hak dan investasi, dan semua
warga negara berhak atas kesehatanya
termasuk masyarakat miskin atau tidak mampu
Jaminan pemeliharaan kesehatan
masyarakat (JPKM) diharapkan dapat
meningkatkan akses dan mutu pelayanan
kesehatan kepada masyarakat sehingga sub
sistern pelayanan kesehatan dan sub sub sistem
pembiayaan dapat bersinergi unflrk mendorong
perubahan dan penataan pelayanan kesehatan
(Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis
Pelayanan Kesehatan Gratis,2008).
Program Jaminan Kesehatan dengan
system Jaminan Kesehatan Daerah
(JAMKESDA) merupakan program yang
dilaksanakan akibat masih banyaknya keluarga
miskin yang tidak masuk kuota Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan Masl'arakat Miskin
(JPKMM) /Jamkesmas/ Askeskin, tetapi
membutuhkan pelayanan kesehatan ke
Puskesmas dan Rumah sakit secara tetap.
Jumlah kepesertaan Jamkesda secara
nasional berdasarkan pendataan dari Badan
Pusat Statistik (BPS) pada akhir Ihhtm 20 1 0
dimanajumlah masyakat miskin sesuai hiteria
adalah sebanyak 60,3 juta jiwa. Data BPS
terbaru ini menjadi dasar acuan untuk
diterbitkannya kepesertaan Jamkesda yang
baru. Sementara sasaran kepese(aan progrcm
Jamkesda 2010, tetap sama yaitu76,4 juta
ji*'u.
Sistem pengelolaan Jarnkesda berbeda
beda Di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa
Tengah system pengelolaan Jamkesda adalah
dengan membentuk satuan kerja sendiri dalam
bentuk Badan Pelaksana (BAPEL) dan
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memiliki kewenangan untuk mengelola
pelaksanaan Jamkesda didaerah tersebut.
Di Makassar system pengelolaan
Jamkesda telah di pihak ketigakan ke pT.
Askes. PT Askes merupakan Badan Usaha
Milik Negara (BUMN). Tahap awal yang
dilakukan dengan menyalurkan kartu Askes
layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat
yang memiliki kartu tanda penduduk (KTp)
Sulsel. Teknis pelayanan sepenuhnya akan
ditangani PT.Askes.
Sementara untuk Kabupaten
Gorontalo sistem pengelolaan Jamkesda
dikelola langsurg oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Gorontalo- Denganjurnlah peserta
Jamkesda di Kabupaten Gorontalo pada tahtrn
2009 sebanyak 58995 jiwa. dan untuktahun
2010 jumlah peserta Jamkesda sebanyak
65760 jiwa.
Berdasakan uraian diatas sangat
merrrotivasi pemrlis urtuk mengeUtrui lebih laqitt
dan mengkaj inya secara dalam sebuah j udul
penelitian "Efektivitas Pengelolcan
Program Jaminqn Kesehatan Daerah
(JAMKESDA) Di Kabupaten Gorontalo
Tahun 2011 ".
Adapun rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah bagaimanakah efektivitas
pengelolaan program Jaminan Kesehatan
Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten
Gorontalo tahun 20ll?. Untuk mengetahui
efektivitas pengelolaan program Jaminan
Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di
Kabupaten Gorontalo tahun 20lI dan
memperoleh informasi tentang efektivitas
proses perencana:m, proses pengorganisasian,
proses penganggaran, dan proses pelaksanaan
program Jaminan Kesehatan Daerah
(JAMKESDA) Di Kabupaten Gorontalo Thhtur
20tl
Konsep Efektivitas
Kamus Besar Bahasa Indonesia
(2002:584) mendefinisikan efektif dengan ada
efeknya (akibatny4 pengaruhnya, kesannya)
atau dapat mernbawa hasil, berhasil guna
(usah4 tindakan) dan efeldivitas diartikan
sebagai keadaan berpengaruh; hal berkesan
atau keberhasilan (umha tindakan). The Liang
Ge dalamEnsiklo@iAdminisb"si (l999: I 08)
mendefinisikan efektivitas sebagai Suatu
keadaan yang mengandung pengertian
meagenai terjadinya efek atau akibat yang
dikehendaki.
Konsep Efektifitas Dalam Perencanaan
Perencanaan adalah proses pemilihan
dan penetapan tujuan, strategi , metode,
anggaran, dan sandar (olok ukur) keberhasilan
suatu kegiatan. Pengertian ini menunjukkan
bahwa perencanzurn merupakan proses atau
rangkaian beberapa kegiatan yang saling
dalam mendlih salah satu di antaa
beberapa alternative tentang tujuan yang ingin
dicapai oleh sebuah organisasilperusahaan.
kemudian memilih shategi dan metode unttrk




kegiatan untuk mellujudkan proses kerja sama
berfrrngsi di dalam suatu total system agar
bergerakkearah t rjuanyang sama. Di datam
total system tersebut terdapat sub system yang
berfungsi sebagai elemen- elemenyang saling
bertautan satu dengan yag lain, sehingga
me4j adi satu kesatuan Pengorganisasian hanrs *
berisi ranglmian kegiatan untuk merrbuat semua
elemen berfrrngsi sebagai sub system, yang
menggerakkarl organisasi sebagai total system.
Konsep Efektifitas Dalam Penganggaran
' Penganggaran kesehatan adalah
besarnya dana yang harus disediakan untuk
menyelanggarakan dan atau memamfaatkan
berbagai upaya kesehatan yang di perlukan
oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan
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Syarat utama dari biaYa kesehatan
haruslah tersedia dalam jumlah yang cukup
dalam arti dapat membiayai penyelenggaraan
semua upaya kesehatan yang dibutuhkan serta
tidak menyulitkan masyarakat yang ingin
memanfatkannya
Syarat lain yang harus dipenuhi ialah
penyebaran dana yang harus sesuai dengan
kebuiuhan. Jika dana yang tersedia tidak dapat
dialokasikan dengan baik, niscaya akan
menyulitkan penyelenggaruuul setiap upaya
kesehatan
Sekalipunjtrnlah dan penyebaran dana
baik, tetapi jika pemanfaatannya tidak
mendapatkan pengaturan yang seksama,
niscaya akan banyak menimbulkan masalah,
yang jika berkelanjutan akan menyulitkan
masyarakat yang membutuhkan pelayanan
kesehatan.
Konsep Efektivitas Dalam Pelaksanaan
Proses pelaksanaan merupakan fut gsi
penggerak semua kegiatan program (di
tetapakan pada fungsi pengorganisasian)- Oleh
karena itu, fungsi manajemen ini lebih
menekarkan bagaimana manajer mengaratrkan
dan menggemld<an sernua surnber daya (manusia
dan yang bukan mamsia) unttrk mencapai tujuan
yang tetah disepakxi. Untuk menggemkkan dan
mengarahkan sumber daya manusia dalam
organisasi, peranankepemimpinan (eafurship),
motivasi staf, kerja sama dan komunikasi antar
stafmerupakan hal pokok yang perlu mendapat
perhatian para manajer organisasi.
Konsep Tentang Jarnkesda Jamkesda
adalah program bantuan social turtuk pelayaruill
kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak
mampu disuatu daerah Program ini
diselenggarakan secara nasional namun
pelaksanaannya hanya bisa dilakukan didaerah
yang berlaku saja-
METODE
Jenis Penelitian Yang digunakan adalah
jenis penelitian survey rancangan deskriptif
kualitatif. Penelitian ini di laksanakaan di
beberapa lokasi yaitu di Sekretariat Daerah
Kabupaten Gorontalo, Dinas Kesehatan
Kabupatan Gorontalo, dan BLUD RSU Dr.
MM. Dunda Limboto. Penelitian ini di
laksanakan padabulan Februari- Maret 2011
Penentuan infomran pada penelitian ini
adalah Asisten Ekonomi dan Pembangunan
Secretariat Daerah Kabupaten Gorontalo
sebagai informan kunci.
Yang menjadi informan biasa pada
penelitian ini adalah pengelola program Jaminan
Kesehatan Daerah di bagian urrlrm Sekertariat
Daerah Kabupaten Gorontalo. Bagian
pelayanan di Rurnah sakit Umurn Prof. DR M.
M. Dunda Limboto, dan Bagian Promosi
kesehatan Di Dinas Kesehatan Kabupaten
Gorontalo
1 . Klasifikasi Variabel Penelitia'I




Yang termasuk variabel yang tidak diteliti
adalah Pengelolaan program Jamkesda.
a Efektivitas Perencanaan
Yang dimaksud dengan efektivitas
perencanuuur pada penelitian ini adalah
dengan melihat bagaimana efektivitas
perencanzum proses kepesertaan Jamkesda
di kabupaten Gorontalo.
b. Efektivitas Penlorganisasian
Yang dimaksud dengan pengorganisasian
padapenelitian ini adalah tentang stnrktur
dan sistem kerja tim pengorganisasian
program Jamkesda Kabupaten Gorontalo.
c. Efektivitas Penganggaran
Yang dimaksud dengan penganggaran
Jamkesda adalah besarnya dana yang harus
disediakan pemerintah untuk dapat
menyelenggarakan pelal'anan jaminan
kesehatan daerah 1''ang optimal.
d. E fektivitas Pelaksanaan
Yang dimaksud dengan efektivitas
pelaksanaan dalam penelitian ini adalah
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prosedur pelayanan pasien peserta
Jamkesda di BLUD RSU DR. M. M.
DundaLimbo
Teknik pengumpulan Data meliputi
Data Primer dan Data Sekunder
Pengolahan data dilakukan secara
rnanual dan menggrlralan Excel.
Penyajian data diolah dan disajikan
dalam bentuk tabel dan dinarasikan.
.. TIASIL DAN PEMBAIIAS.AN
HasilPenelitian
a. Efektivitas perencanaan
Hasil penelitian tentang efektivitas
perencanaan menunjukkan bahwa proses
perencanaanKepesertaan Jarnkesda Kabupaten
Gorontalo sudah dijalankan 
. Hal ini dibuktikan
dengan adanyapersyaratan dalam kepesertaan
Jarnkeda yang terdiri dari persyaratan umum
maupun persyaratan khusus. Dengan adanya
persyaratan dalam kepesertaan jamkesda
aimatsuaUn untuk mengidenCfikasikelayakan
kepesertaan agar benar_benar peruntukan
program tersebut dapat menyentuh kepada
masyarakat yang membututrkan.
Adapun persyaratan umum peseria
Jamkesda adalah masyarakat rniskin dan tidak
mampu di seluruh wilayah Kabupaten
Gorontalo, namun tidak termasuk masvarakat
peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat(Jamkesmas). Sedangkan untuk persyaratan
khusus kepesertaan hams memenuhi U"U"*pu
laiteria berikr-t ini : luas lantai peranggota rumah
tangga,/keluarga <gm2, jenis lantai rumah
terbuat dari tanah, papan krualitas rendatqjenis
dinding rumah terbuat dari bambu, papan
kualitas rendatr, tidak memiliki fasilitas tempat
buang air besar (amban/WC), sumber air
minum bukan air bersih, penerangan yang
digunakan bukan listrik, bahan Uutu. yorg
digunakan kayt/arang, liekuensi makan dalam
sehari kurang dari 2 (dua)kali sehari, konsumsi
laukpauki kemampuan membeli daging, ayanL
susu dalam seminggu tidak adaltidak benrariasi,
kemampuan membeli pakaian bam bagi setiap
anggota rumah tangga tidak ada keluarga tidak
mampu berobat ke pelayanan kesehatan(puskesmas, rumah sakit), lapangan pekerjaan
kepala keluarga adalah petani, nelayan,
pekebun, dan buruh, pendidikan kepala rumah
tangga belum pemah sekolah atau tidak tamat
Sekolah Dasar, Tidak memiliki aset/barang
berharga minimal Rp. 500.000.
Namun kenyataan yang sering dijumpai
adalah masih banyak *uryurufui yuog
mengaku memenuhi laiteria dalam kepesertaan
Jarnkesda namun tidak masuk dalam database
kepesertaan. Mereka sering mengeluhkan
adanya pilih kasih dari aparatpem"rilt h a"*
dalam proses kepesertaan. Seringkali hanya
saudara atau kerabat *"r"ku yang
diprioritaskan unhrk men$adi peserta
Hal ini membultikan bahwa adanya
ketidak pedulian pemerintah dalam hal ini.
l<yna turangnya perhatian dalam menanggapi
hal tersebut. [ei akan menimbulkan kekeli"_"
bagi peruntukkan pemanfaatan Jamkesda
sebab masyarakat yang tidak mampu
menjangkau pelayanan kesehatan karena latar
belakang keluarga menengah kebawah j ustru
tidak masuk dalam kepesertaanjusku malah
sebaliknya
Data peserta Jamkesda Thhun 2009
sebanyak 58995 orang pesertia- Untuk tahun
2010 sebanyak 65760 orang. Sedanekan
untuktahun201I belumadadatakep"r"L* I
dari desa masing-masing
Proses up_dating data yang terlambat
menyebabkan proses pemutakhiran data
peserta tiap tahunnya menjadi terlambat dan
menghambat proses-prcses seldunrya- Hal ini
pun menjadi kendala dalam proses kepesertaan
Janrkesda.
Selain itu meskipunjumlah peserta telah
di tentukan dalam setahur kepesertaan nafilun
dari bagian pelayanan rumah sakit di peroleh
data masyarakat miskin yang rnasuil dutunr
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tidak terdata sebagai peserta Jamkesda rulmun
dapat dilayani seperti pasien Jamkeda di rumah
sakit M. M. Dunda. Berikut ini tabel peserta
Disposisi Jamkesda tahun 2010. Kebijakan
pemerintah untuk memberikan disposisi
bertujuan untuk memberikan kemudahan
kepada masyarakat yang berstatus miskin dan
membuttrtrkan pelayanan kesehatan namun
tidak terdata dalam kepesertaan Jamkesda
mauptrn Jamkesmas. Kebijakan ini banrmulai
diberlakukan pada bulan Juni 20 I 0.
b. Efektivitas Pengorganisasian
Hasil penelitian efektivitas
pengorganisasian Jamkesda tentang struktur
serta sistem kerja tim pengorganisasian
Jamkesda menunj ui<kan bahwa pengorgani-
sasian dalam penyeleng garaarl program
Jamkesda Kabupaten Gorontalo yaitu dengan
membentuk Tim Koordinasi Jamkesda"tim
pengelola, tim pembina desa, san tim
pendataan.
Tim koordinasi Jarnkesda Pemerintah
Kabupaten Gorontalo ditetapkan dengan
Keputusan Bupati dengan ketuanya Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo dengan
zusunan keanggotaan melibatkan lintas SKPD
terkait, tenaga teknis, dan pej abat struktural di
lingkungan Dinas Kesehatan.
Sela{utrya mernbenhrk Tim Pengelola
JamkesdapadaRSUProf. DR. M. M. Dunda
ditetapkan dengan keputusan Kepala RSU
Prof. DR M.M. Dundadenganketua Kepala
RSU Prof. DR M. M. Dund4 adapm susunan
keanggotaan melibatkan pej abat structuraV
firngsional dan petugas administrasi/ teknis-
Tugas Tim Pengelola Janrkesda pada RSU Prof.
DR. M. M. Dunda.
Namun berdasarkan wawancara Yang
dilakukan diketahui bahwa untuk struktur
keanggotaan tim pengelola ini tidak diketahui
pasti olehpengeloladi rumah sakit.
SelanjutnYa adalah Membentuk
Pembina Desa yaitu kepala SKPD dengan
melibatkan pejabat structuraVfirngsional dan staf
di lingkungan SKPD yang bersangkutanlDan
teraltir adalah Tim Pendataan Pemerintah Desa
yang dibentuk oieh Kepala Desa dengan
melibatkan Petugas Kesehatan yang ada di
Desa, Perangkat Desa, LPM, dan
Masyarakat. Dua tim ini pur tidak ada struktur
organisasi yang tertulis di sekretariat daerah
kabupaten Gorontalo yang seharusnya memiliki
data-data sekunder seperti itu.
Sistem kerjadari tim pengorganisian ini
adalah diawali dengan pendataan peserta
dengan memperhatikan persyaratan
kepesertaan yang telah di tetapkan. Pendataan
dilalaftan olehTim per, dataan PemerintahDesa
bersama sama Pembina desa masing-masing.
Tim pendataan Pernerintah Desa dibenttrk oleh
kepala Desa dengan Jumlah personil sesuai
kebutuhan. Rekapitulasi hasil pendataan
sekurang-kurangnya memuat nomor, nama,
nomor KTP, tempaVtanggal lahir, alamat jenis
kelamin, hubungan keluarga yang
ditandatangani olehTim Pendataan Pemerintah
Desa Pemerintah Kecamatan, Pembina Desa
yang diketahui olehkepala desa.
Hasil pendataan disampaikan kepada
Tim Koordinasi Jamkesda Pemerintah
Kabupaten Gorontalo untuk diverifikasi. Hasil
verifikasi cleh Tim Koordinasi Jamkesda
Pemerintah Kirbupaten Gorontalo diserahkan
kepada Pemerintah Desa untuk selanjutnya
diparipurnakan melalui rapat BPD. Rapat
paripumaBPD dilaksanakan sesuai mekanisme
dan tata tertib BPD serta dinyatakan terbuka
untuk umum dan dihadiri oleh masyarakat,
pemerintah kecamatan, Tim Koordinasi
Jamkesda Pemerintah Kabupaten Gorontalo,
Pembina Desa. Kepesertaan Jamkesda desa
hasil pleno BPD diseratrkan oleh BPDkepada
pemerintah desa dan jika terdaPat
ketidakakuratan/keabsahan data maka tim
pendataan pemerintah desa, pemerintah
Kecamatan, Pembina Desa, dan
Koordinasi Jamkesda Kabupaten Gorontalo
segera memperbaharui database yang sudah
ada.
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Hasil pembaharuan Database
diserahkan oleh kepala desa melalui camat
kepada kepala Dinas Kesehatan. Database
kepesertaan masing-masing desa tersebut
diverifikasi kembali oleh Tim pengelola
Jamkesda Pemerintah Kabupaten Gorontalo
yang selanjutnya menjadi database peserta
Jamkesda Kabupaten Gorontalo. Database
Peserta Jamkesda ditetapkan dengan
Keputusan Bupati. Database peserta Jarnl<esda
Kabupaten Gorontalo disampaikan kepada Tim
pengelola Jamkesda Rumah Sakit Umum prof.
DR. M. M Dunda Limboto, Tim Koordinasi
Jarnkesda Pemerintah Kabupaten Gorontalo,
Pemerintah Kecamatan masing-masing
Kecamatan, Pemerintah Desa masing-masing
Desa dan Pembina Desa dalam bentuk
dokumen elektronik (sofi copy) dan dokumen
cetak (hard copy).
Namun sistem kerja pengorganisasian
Jamkesda ini masih terkendala dengan
kurarEnya koordinasi di antara tim tersehr. F{aI
inilah yang menyebabkan Prcses tp{ating rtata
sering terlambat sehingga proses pemutakhiran
data peserta tiap tahunnya meqiadi terhambat
dan berdampak pada lambannya proses
operasionalisasi program selanjutrya baik dari




penganggaran Jarnkesda menunjukkan bahwa
Sumber Pendanaan Program Jaminan
Kesehatan Daerah Kabupaten Gorontaio
berasal dariAnggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo.
Pendanaan pada DPA Sekretariat daerah
Kabupaten Gorontalo. Kegiatan yang dibiayai
adalah pelayanan kesehatan bagi peserta
Jamkesda sedangkan biaya yang bersifat
administrasi dan kegiatan Tim Koordinasi
Jernkesda Pemerintah Kabupaten Gorontalo,
Tim Pengelola Jamkesda Rumah Sakit Umum
Prof. DR. M. M. Dunda, Pembina Desa.
Pemerintah Kecamatan, dan Tim pendataan
Pemerintah Desa menjadi tanggungjawab
masing-masing SKPD dan pemerintah Desa
Mekanisme pembayaran dilakukan
dengan metode Retospective payment System
yaitu pembayaran dilakukan setelah pelayanan
kesehatan diberikan. Tim pengelotajamkesda
Rumah SakitUmum Prof. DR. M. M. Dunda
akan mengajukan permohonan pemb ayaran/
klaim atas pelayanan kepada pengguna
Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Gorontalo Bagian Umum. permohonan
pembayaran/klaim atas pelayanan di lampirkan
bukti-bukti atau dokumen untuk proses
pennintaan pembayaran. Besaran biaya yang
akan dibayarkan disesuaikan dengan kasus
yang ada dengan memperhatikan efi siensi dan
efektifitas tanpa mengurangi mutu pelayanan
terhadap masyamkat.
Anggaran Jamkesda pada tahun 2009
masih dikelola oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten Gorontalo. Sementara untuk
anggaran tahtur 2010 dan201 1 sudah dikelola
oleh Secretariat Daerah di bagian umum.
Anggaranjarnkesda berasal dari danaAnggramn
Pend apatan Belanj a Daerah (ApBD).
Data anggamn tahun 2009 ini di pooleh
di bagian keuangan Dinas Kesehatan
Kabupaten Gorontalo, karena pada tahun 2009
klaim pembiayaan pelayanan kesehatan pasien
Jamkesda di Dinas Kesehdan. Untuk anggaran
tahm 20 l0 terdiri dari anggaran awal sejumlatr
Rp 1. 1 68.064.000 dan anggaran tambahan fu r
1.507.1 18.586 sehingga total anggaran
Jamkesda unhrk tahun 20 1 0 adalah sebesar Rp
2.67 5.11 8.586. sementara untuk tahun 20 1 I
anggaran awal sejumlah Rp 1 .800.000.000 dan
untuk anggaran tambalr,an belurn bisa ditentukan
karena anggaran akan mengalami penambahan
sesuai dengan klaim dari rumah sakit sesuai
dengan jumlah pasien Jamkesda yang
memanfaatkan pelayanan kesehatan di Rumah
Sakit Umum Prof. DR. M. M. Dunda.
Proses verifikasi pertanggung jawaban
pemanfaatan dana Jamkesda juga aktif
I
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Hasil pembaharuan Database
diserahkan oleh kepala desa melalui camat
kepada kepala Dinas Kesehatan. Database
kepesertaan masing-masing desa tersebut
diverifikasi kembali oleh Tim pengelola
Jamkesda Pemerintah Kabupaten Gorontalo
yang selanjutnya menjadi database peserta
Jamkesda Kabupaten Gorontalo. Database
Peserta Jamkesda ditetapkan dengan
Keputusan Bupati. Database peserta Jarnliesda
Kabupaten Gorontalo disampaikan kepada Tim
pengelola Jamkesda Rumah Sakit Umum prof.
DR. M. M Dunda Limboto, Tim Koordinasi
Jamkesda Pemerintah Kabupaten Gorontalo,
Pemerintah Kecamatan masing-masing
Kecamatan, Pemerintah Desa masing-masing
Desa dan Pembina Desa dalam bentuk
dokumen elektronik (sofi copy)dan dokumen
cetak ftard copy).
Namun sistem kerja pengorganisasian
Jamkesda ini masih terkendala dengan
kurangnya koordinasi di antara tim tersebul Hal
inilah yang menyebabkan Prcses rpdating rlata
sering terlarnbat sehingga proses pemulakhiran
data peserta tiap tahunnya menj adi terhambat
dan berdampak pada lambannya proses
operasionalisasi program selanjutrya baik dari




penganggaran Jarnkesda menunjukkan bahwa
Sumber Pendanaan Program Jaminan
Kesehatan Daerah Kabupaten Gorontalo
berasal dariAnggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo.
Pendanaan pada DPA Sekretariat daerah
Kabupaten Gorontalo. Kegiatan yang dibiayai
adalah pelayanan kesehatan bagi peserta
Jamkesda sedangkan biaya yang bersifat
administrasi dan kegiatan Tim Koordinasi
Juunkesda Pemerintah Kabupaten Gorontalo,
Tim Pengelola Jamkesda Rumah Sakit Umum
Prof. DR. M. M. Dunda, Pembina Desa.
Pemerintah Kecamatan, dan Tim pendataan
Pemerintah Desa menjadi tanggungjawab
masing-masing SKPD dan pemerintah Desa.
Mekarfsme pembayaran dilakukan
dengan metode Refiospective payment System
yaitu pembayaran dilalarkan setelah pelayanan
kesehatan diberikan. Tim pengelolajarnkesda
Rumah SakitUmum Prof. DR. M. M. Dunda
akan mengajukan permohonan pemb ayaran/
klaim atas pelayanan kepada pengguna
Anggaran pada Selaetariat Daerah Kabupaten
Gorontalo Bagian Umum. permohonan
pembayaranlklaim atas pelayanan di lampirkan
bukti-bukti atau dokumen untuk proses
pennintaan pembayaran. Besaran biaya yang
akan dibayarkan disesuaikan dengan kasus
yang ada dengan memperhatikan efisiensi dan
efektifitas tanpa mengurangi mutu pelayanan
terhadap masyarakat.
Anggaran Jamkesda pada tahun 2009
masih dikelola oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten Gorontalo. Sementara untuk
anggaran tahun 2010 dan2011 sudah dikelola
olelr Secretariat Daerah di bagian umum.
Anggaranjarnkesda bemsal dari danaAnggaran
Pendapatan Belanja Daerah (ApBD).
Data anggaran tahun 2009 ini di pe,roleh
di bagian keuangan Dinas Kesehatan
Ka5upaten Gorontalo, karena pada tahun 2009
klaim pembiayaan pelayanan kesehatan pasien
Jarnkeda di Dinas Kesehatan. Untuk anggaran
tahtm 2010 terdiri dari anggaran awal sejumlah
Rp 1 . 168.064.000 dan anggaran tambahan Rp
1.507 .l 18.586 sehingga total anggaran
Jarnkesda urtuk tahun 201 0 adalah sebesar Rp
2.67 5.1 1 8.586. sementara untuk tahun 20 1 1
anggaran awal sejumlah Rp 1 .800.000.000 dan
untuk anggaran tambahan belum bisa ditentukan
karena anggaran akan mengalami penambahan
sesuai dengan klaim dari rumah sakit sesuai
dengan jumlah pasien Jamkesda yang
memanfaatkan pelayanan kesehatan di Rumah
Sakit Umum Prof. DR. M. M. Dunda.
Proses verifikasi pertanggrurg j awaban
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dilakukan namun tim verifikasi sering
mengeluhkan adalah tidak adanya dana
validasi dan danatim. Danayang di setujui
rrrtuk pernbiayaan operasional lainnya seringkali
tidak sesuai dengan yang diajukan.
Efektivitas Pelaksanaan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pelaksanaan program Jamkesda erat kaitannya
dangan proses pelayanan kesehatanmasyarakat
di Rumah Sakit Umum Prof' DR. M- M.
Dunda Limboto.
Peserta Jamkesda Yang memerlukan
pelayanan medis dilayani pada Rumah Sakit
Umum Prof. DR. M. M. Dunda. Untuk
mendapatkan pelayanan medis peserta
Jamkesda harus menurdukkan Kartu Peserta
Jarnkesda yang keabsahan kepesertaan merujuk
kepada database yang telah ditetapkan dengan
keputusan bupati. diantaranya adalah dengan
melengkapi administrasi berupa persyaratan
Keabsahan kepesertaan pasien Jamkesda yang
berumur dewasa adalah dengan menunjukkan
fotocopy Kartu Jarnkesdayang zudah di legalisir
di Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo,
fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP),
rujukan dari Puskesmas, Karhr Keluarga (KK)
atau Buku Nikah. Hal ini berbeda dengan
persyaratan untuh pasien Jarnkesda yang masih
tergolong anak yaitu dengan mentrrjukkan foto
copy Kartu Jamkesdq fotocopy Kartu Thnda
Per.duduk (KTP) kedua orang tua, surat
rujukan dari Pmkesmas, Kartu Keluarga (KK),
Buku Nikah" dan Akta Kelahixan.
Setelah petugas pada Rumah Sakit
UmumProf. DR. M. M. Dundamemverifikasi
atas kebenaran kepesertaan pada database
selanjutnya petugas mengeluarkan Surat
Keabsahan Peserta (SKP). Peserta Jamkesda
setelah mendapat Surat Keabsahan Peserta
(SKP) peserta sudah dapat memperoleh
pelayanan medis. Bentuk dan ukuran Surat
Keabsahan Peserta (SKP) ditetapkan oleh Tim
Pengelola Jamkesda pada Rumah Sakit Umum
Prof. DR. M. M. Dunda. Bila Peserta
Jamkesda tidak dapat menunjukkat ka.t,
Peserta Jamkesda atau Surat Keterangan
Peserta Jamkesda sejak awal sebelum
mendapatkan pelayanan medis maka yang
bersangkutan diberi maksimal 2x2a jamhan
kerja untuk menunjukkan kartu tersebut.
Peserta Jamkesda pada kondisi tertentu atau
keadaan darurat makapasien dapat dilayani
terlebih dahulu setelah itu dilakukan verifikasi
atas keab sahan kepesertaannYa.
Kendala yang dihadapi dalam
pelayanan kesehatan pasien Jarnkesda adalah
Peserta sering tidak tahu prosedur
pelayanan.namun berdasark an indepth
interview dengan pengelola menunrt pengelola
hal tersebut terjadi karena masyarakat itu
sendiri kurang bertaryapada pengelolatentang
prosedur pelayanannya sehingga masyarakat
sering merasa kesulitan dalam mengurus semllzl
persyaratan Jamkesda Dan untuk mencegah
hal ini tidak perlu mengadakan sosialisasi.
PEMBAIIASAN
Efektivitas Perencanaan
Pada hasil penelitian tentang efektivitas
perencanaum program Jarnkesda di kabupaten
Gorontalo menunjukkanbatrwa perencaruuxl
kepesertaan Jamkesda Kabupaten Gorontalo
telah memiliki persyaratan kepesertaan.
Persyaratan j arnkesda menj adi standar baku
bagi kelayakan kepesertaan. Ini penting agar
dalam implementasinya tim pendataan di desa
tidak mengalami kesulitan dalam menentukan
kepesertaanjamkesda apatagi mengingat masih
banyaknya masyarakat miskin yang sangat
membutuhkan pelayanan kesehatan.
Di lihat darijurnlah pesertaymgsudah
terdata temyata masih ada juga masyarakat
yang tidak terdata Mereka sering mengeluhkan
adanya pilih kasih dari aparat pemerintah desa
dalam proses kepesertaan. Sedangkan
pemerintah yang sebagai tim koordinasi dari
program Jamkesda kurang memberikan
perhalian akanhal ini.
.
Selain itu dalam kepesertaan ini j uga
masih mengalami kendala dalam hal
pamutakhiran data. Sebab berdasarkan hasil
penelitian data kepesertaan untuk tahun 201 1
belum di masukkan dalam database




manajemen organisasi kedua sesudah
pererrcanaan, suatu pengorganisasianyang baik
seharusnya di susun berdasarkan perencanan
strategi yang baik agar tercapai apa yang di
tuju. Hasil penelitian tentang efektivitas
pengorganisasian program Jamkesda
Kabupaten Gorontalo menunj ukkan bahwa
sEukturper, gorganisasian untuk tim koord.nasi
sudah terbentuk dan struktur susunan
organisasinya pun j elas.
Berbeda halnya dengan struktur
pogorgadmsian tnrhrk tim pengelola Jamkesda
di BLUD RSU M. M. Dunda Limboto belum
efektif. Masih belum adadatapasti tentang
struktur organisasi yang jelas. Sementara suatu
proses pengorganisasian seharusnya berisi
rangkaian kegiakn unfuk membuat semua
elemen berfungsi sebagai sub system, yang
menggerakkan progam sebagai total system.
Sistem kerja pengorganisasian
Jamkesda ini juga masih terkendala dengan
kurangnya koordinasi di antara tim tersebut Hal
ini te{adi karena diakibatkan oleh struktur
organisasi dalam kelembagaan Jamkesda
cenderung semakin "membengkak,, dan
"kurang ramping" sehingga gerakannya pun
sangat lamban. Pembengkakan ini terutama
lebih banyak disebabkan oleh pembentukan
tim yang pada dasamya bukan kebutuhan yang
fungsional tetapi lebih cenderung mengikuti
pembengkakan birokrasi.
Efektivitas Pen ganggaran
Hasil penelitian tentang efektivitas
penganggaran program Jamkesda
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menunj ukkan bahwa penganggaran program
Jamkesda berdasarkan Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Gorontalo dengan mekanisme pembayaran
dilakukan dengan metode Retrospective
Payment System yaitu pembayaran dilakr:kan
setelah pelayanan kesehatan diberikan. Sistem
pembayaran ini mengakibatkan belum adanya
perencanaar anggaran yang pasti dalam
pembiayaan pelayanan kesehatan jamkesda.
Perencanaan Anggaran pembiayaanjamkesda
sepatutnya bersifat otonom yang
menjadikannya satu pos anggaran kfiusus yang
dibahas melalui DPRD dalam kapasitas fi:ngsi
budgetingnya berdasarkan usulan pengelola
program dalam hal ini eksekutif ataupun usul
inisiatifDPRD itu sendiri. Danjika hal ini tidak
dilakukan akan mengakibatkan mekanisme
pembiayaan j amkesda dikabupaten gorontalo
cenderung bersifat "casuistic insiclentif, tidak
terpola secara programmatic.
Syarat utama dari biaya kesehatan
hanslah tersedia dalamjurnlah yang cukp serta
penyebaran dana yang harus sesuai dengan
kebutuhan dalam arti dapat membiayai
penyelenggaraan semul upaya kesehatan yang
dibutuhkan serta tidak menyulitkan masyarakat
yang ingin memanfatkannya pemakaian dana
kesehatan seharusnya dilakukan dengan
memperhatikan aspek teknis maupun alokatif
sesuai peruntukarurya secara efisien dan efektif
untuk terwujudnya pengelolaan pembiayaan
kesehatan yang transpilffi, akuntabel serta
penyelenggaraan pemerintahan yang baik*
(Good Governance).
Efektivitas Pelaksanaan
Hasil penelitian tentang efektivitas
pelaksanaan Program Jarnkesda menunjukkan
bahwa pelayanan kesehatan pasien Jamkesda
di BLUD. RSU Dr. M. M. Dunda memiliki
prosedur pelayanan. Apabila peserta yang
terdata sebagai peserta jamkesda
membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah
sakit maka harus melengkapi semua
persyaratan administras i.
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Namun hal ini juga masih menemui
kendala yaitu adanya keluhan-keluhan dari
pasienjamkesda tentang proses adminismsi di
dalam mendapatkan pelayanan kesehatan lang
sangat panjang dan terkesan rumit. Hal ini
diakibatkan karena kurangnya sosialisasi
kepada masyarakat Tentang programjamkesda
dan prosedur pelayanannya. Penyebab
utamanya adalah ketidak pahaman pengelola
terhadap frurgsinya sebagai pelayan masyarakat
yang seharusnya melayani masyarakat bukan
untuk dilayani. Sehingga untuk mengadakan
sosialisasi kepada masyarakat mereka
mengangg4p itu hal Yang sia-sia
SIMPTJLAN DA}[ SARAI\
Simp'tlan
Dari hasil penelitian peneliti dapat
rnenarik kesimPulan bahwa :
Proses Perencanaan kePesertaan
Jamkesda memiliki persyaratan persyaratan
umum maupun persyaratan khusus. Dengan
adanya persyaratan dalam kepesertaan
jarnkesda dimaksudkan untuk mengidentifikasi
kelayakan kepesertaal agar benar-benar
perunfukan program tersebut dapal menyentuh
kepada masyarakat yang membutuhkan'
Proses Perencanaan kePesertaan
Jamkesda belum efektif, hal ini dibuktikan
dengan : masih banyak masyarakat yang
mengaku memenuhi kriteria dalarn kepesertaan
Jamkesda namun tidak masuk dalam database
kepesertaan. Mereka sering mengeluhkan
adanya pilih kasih dari aparat pemerintah desa
dalam pro ses kePesertaan.
Proses up-dating data yang terlambat
menyebabkan proses pemutakhiran data
peserta tiap tahunnya menj adi terlambat dan
menghambat proses-proses selanjuhya Hal ini
pun menj adi kendala dalam proses kepesertaan
Jamkesda.
Pengorganisasian pro gl'am Jaminan
kesehatan daerah belum efektif' Hal ini
dibuktikan dengan struktur pengorganisbsian
progrcm Jamkesda tidak jelas. Serta Sistem
kerjanya mengalami kendala dalam hal
koordinasi di antara tim tersebut. Hal iini
diakibatkan oleh struktur organisasi dalam
kelernbagaan Jamkesda cenderung semakin
'tnernbeng|<ak" dan "kurmg ranpingi' sehingga
gerakaffrya pun sangat larnban- Pembengkakan
ini terutama lebih banyak disebabkan oleh
pembentukan tim yang pada dasarnya bukan
kebutuhan yang fungsional tetapi lebih
cenderung mengildi pembengkakanbirokrasi.
Penganggaran Program Jamkesda
berdasenkanAnggarm Pendapatan dan Belaqia
Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo de,ngan
mekanisme pembayaran dilakukan dengan
metode Retrospective Payment System yaitu
pembayarar. dilalcukan setelah pelayanan
kesehatan diberikan. Sistem pembayaran ini
mengakibatkan belum adanya perencanaan
anggaran yang pasti dalam pembiayaan
pelayanan kesehatan jamkesda- Hal ini
menunjukkan bahwa penganggarzm program
Jarnkesda belum efektif.
Pelaksanaan pro gram masih menemui
kendala yaitu adanya keluhan-keluhan dari
pasienjamkesda tentang proses adminisbasi di
dalam mendapatkan pelayanan kesehatanyang
sangat panjang dan terkesan rumit. Hal ini
diakibatkan karena kurangnya sosialisasi
kepadamasyarakat Tentang programjamkesda
dan pro sedur pelaYanannYa
Saran
Dari hasil Penelitian daPat
direkomendasikan beberapa saran yaitu:
SeyogianYa dalam Perencanaan
kepesertaan Jamkesda perlu dirumuskan
prediksi trend kepesertaan Jarnkesda per tahun
dengan dasar data historis. Sehingga dapat
memudahkan pengelola memprediksi
kmungkinan angka kepesertaan Jamkesda di
tahtur berilrutnyadan mandiri dalam merealisasi
programtersebut
L
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Sebaiknya dalam hal pengorganisasian
perlu dilakukan restrulcturisasi organisasi
pei, gelolaJamkesdayangmandiri dan sistematis
sehingga pengelolaan Jarnkesda lebih temrah
Penganggaran seyogianya berhubungan
erat dengan jumlah kepesertaan sebab itu
perting dalam memudahkan perhitungan
pengalokasian anggaran untuk realisasi
prograrnPerlu dibuatkan model pengelolaan
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